
 

 

 
 

 

 

 

BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

NOMOR  76TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA DESA 

TAHUN ANGGARAN2017 
 
 

   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BENGKULU UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentangDesasebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemeri
ntahNomor 47 Tahun 2015 

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 

2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 
Tahun 2014 tentangDesa; 

b.  bahwauntukmelaksanakansebagaimanadimaksudhuruf a, 
perlu ditetapkandenganPeraturanBupatiBengkulu Utara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

  2. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 
tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPem

erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

  6. Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapa 

kaliterakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 

SALINAN 



2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 
tentangAdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  

  8. Undang-UndangNomor18Tahun 
2016tentangAnggaranPendapatandanBelanja Negara 
TahunAnggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016Nomor 240, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5948); 

  9. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 
tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 

2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 

47 Tahun 2015 

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 
2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 

Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  11. PeraturanPresidenNomor 97 Tahun 2016 
tentangRincianAnggaranPendapatandanBelanja Negara 

TahunAnggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 253); 

  12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa 

kaliterakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 
Tahun 2011 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNo

mor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

  13. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 
tentangProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 

    

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2017. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

 

Pasal 1 

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan: 



1. Daerah adalahKabupaten Bengkulu Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggaraanPemerintahan 
Daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang 

menjadikewenangandaerahotonom. 

3. BupatiadalahBupati Bengkulu Utara. 

4. Desaadalahdesa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuanmasyarakathukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan,kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asalusul dan/atau hak tradisional  yangdiakuidan dihormati 

dalamsistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang 
berada di Kabupaten Bengkulu Utara. 

5. PemerintahDesaadalahKepalaDesaatau yang disebut dengan nama lain 
dibantuperangkatdesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah danRetribusi Daerahadalahdana yang 
dialokasikankepadadesa se-Kabupaten Bengkulu Utara yang berasaldari10% 

(sepuluh perseratus) dari pajak daerah danretribusidaerahKabupaten 

Bengkulu Utara yang dipungut tahunsebelumnyayang 
pengalokasiannyabervariasidengan menggunakan prosentase tertentu 

sesuaidenganrealisasipajakdaerahdanretribusidaerah yang ada di desayang 

bersangkutan. 

7. Bagian Secara Merataadalah 60% (enam puluh perseratus) dari total Bagian 

Dari Hasil Pajak DaerahdanRetribusi Daerah yang dibagi secara merata ke 
seluruh desa se-Kabupaten Bengkulu Utara. 

8. Bagian Secara Proporsionaladalah 40% (empat puluh perseratus) dari total 
Bagian Dari Hasil Pajak DaerahdanRetribusi Daerah yang dibagi berdasarkan 

realisasi pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing desa. 
 

 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksudpemberian bagian dari hasilpajakdaerahdanretribusidaerah kabupaten 

kepada desa adalah membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Tujuanpemberian bagian dari hasilpajakdaerahdanretribusidaerahkabupaten 
kepada desa adalahuntukmemotivasi pemerintah desa agar lebih giat dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membayar pajak dan 

retribusi guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan. 
 
 

BAB III 

SUMBER DANA 

 
Pasal 3 

Sumber dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa berasal 

dari AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
Anggaran 2017.  

 

Pasal 4 

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 berjumlah Rp.1.295.686.850,00 (satu miliar dua 

ratussembilanpuluh lima juta enamratus delapanpuluhenamribudelapanratus 

lima puluhrupiah). 
 

Pasal 5 



Jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah 10% (sepuluh perseratus) 

dari realisasi penerimaan  pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2016. 

BAB IV 
TATA CARA PENGALOKASIAN 

Pasal 6 

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten 

kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan 
ketentuan: 

a. 60% (enam puluh perseratus) sejumlah Rp.777.412.110,00 (tujuh ratus 
tujuhpuluh tujuh juta empatratus duabelasribu seratussepuluhrupiah)dibagi 

secara merata kepada seluruh desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara; dan  

b. 40% (empat puluh perseratus) sejumlah Rp.518.274.740,00 (lima ratus 

delapanbelasjutaduaratus tujuhpuluhempatribu tujuhratusempatpuluhrupiah) 
dibagi secara proporsional. 

Pasal 7 

Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan 
berdasarkan prosentase realisasi penerimaan hasil seluruh pajak dan retribusi 

daerah dari masing-masing desa tahun 2015. 
 

Pasal 8 
 

Besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturan Bupati ini.  

 

BAB V 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 9 

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBer

ita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 
 

 DitetapkandiArgaMakmur 

padatanggal13 Desember 2016 
 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

 

M I A N 

Diundangkan di ArgaMakmur 
padatanggal13 Desember 2016     

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

HARYADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 77 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM 

Setdakab.Bengkulu Utara 
 

 

 
ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. 

NIP.19690423 200212 1 003  

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM 

Setdakab.Bengkulu Utara 

 

 
ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. 

NIP.19690423 200212 1 003 


